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PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

: behwa scbagai tindak lanjut ketentuan Pasal |18 Persturan Dacrah

Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkni Dacrah Kabupaten Balangan, maka perlu ditetapkan
Peruturan Bupati Balangan tentang Penjabarun Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Inspekiorat Kabupaten Balangan.

ot

Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 temang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembarsn MNegars Republik Indonesia Tahun 1974
MNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3841) schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atns Undang-Undang Nomor 8 Tabun
1974 tentung Pokok-Pokok Kepegawnian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negarm
Republik Indonesia Nomor 3890},

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ientang Pembentukan
Kabupaien Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Persturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indovesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Momor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ientang Wewenang
Pengungkatun, Pemindahan dan Pemberhentinn Pegawai Negen Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2003 Nomor 15,
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1L

11

13,

14.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawssan Penyelenggarasn Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintezh Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pedoman
Pembinaan dan Urusan Pemerintah Amtars Pemerintah, Pemerintah
Duerah Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota (Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkst Daerah (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2007
Nomaor 89, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
4741y

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 temtang
Pedoman Taia Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Digerah;

Peraturan Menteri Dalem Negen Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 wentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor B Tabhun 2008 tentang
Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam
Megerl dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Doerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaien Balangan
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

Peratuman Daersh Kabupaien Balangan Nomor 3 Tehun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kera Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupalen Balangan Tahun

2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Balangan
Nomar 44);

Persturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tehun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tabun
2008 Nomor (4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
MNomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARAN
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS] DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pusal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

LR el

il.

12,

(1)

(2)

3)

Daerah adalah Kabupaten Balangan;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai unsur penyclenggara
pemerintahan daerah;
Kabupaten adalsh Kabupaten Balangan;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Balangan;
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Balangan;
Kecamatan asdalah Kecamatan di Kabupaten Balangan;
Kelumhan adalah Kelummhan di Kabupaten Balangan:
Pengawasan adalah proses pemeriksaan, evaluasi dan monitoring program/kegiatan yang
ditunjukan untuk untuk menjamin agar progam/kegiatan berjalan secama efikiif dan
efisicn sesua dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan,
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jahatan Fungsional pada Inspekiorat
Kabupaten Balangan;
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yvang menunjukkan rugas, tanggung jawab,
wewenanyg dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi vang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri;
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanasn tugasnya didasarkan pada keahlhian dan atau keterampilan tertentu serta
dalam melaksanakan tugasnya mendssarkan pada perinlah/petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atassn.
BABI1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pusal 2

Inspekioral Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Inﬁmmpmpntugumhhhmpmwuﬂmﬂqpchhmmmm
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d. Pelaksanaan pengawnsan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan

c. Pelaksunaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



BAB LI
SUSUNAN ORGANISASE

Pasal 3

Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:

b.

g

(n

(2)
(3

(4)
(5)
(6)

(7)

Inspekiur;

Ed:mmmmthndm

1. Sub Bagion Perencanaan:

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Administrasi dan Unum;

Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
Inspektur Pembantu Wilayah I1, terdini dari:

1. Seksi Pengawns Pemeriniah Bidang Pemeriniahan;
2. Seksi Pengawas Pemernintah Bidang Pembangunan;
3. Secksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
Inspektur Pembantu Wilayah 111, terdiri dari:

1. Seksi Pengawas Pemerintsh Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
Inspekiur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
Kelompok Jabatan Fungsional:

Pasal 4

Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan
Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
Sekretariat membawnhi Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi Seksi.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretans yang berada di buwuh dan bertanggung jawab
langsung kepada Inspekitur.
Inspekiur Pembantu wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu wiluyah yang masing-
masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspekiur,
Sub Bagian dipimpin oleh Kepaln Sub Bagian yang bertanggung jewab kepada
Sckretaris.
Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang beranggung jawab kepada Inspekiur Pembantu
yang membawahinya.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk.
BAB IV
PENJABARAN TUGAS

Bagian Pertama
Inspektur

Pasal 5

Inspektur mempunysi tugas membantu Bupati dalam rangks memimpin pelaksanaan
pengawasan terhadap penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan



stas penyelenggarsan pemerintshan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serin
pelaksanann pengawasan terhadap pelaksansan tugss pembantusn dan  pelaksanaan
pinjaman/hibah/bantuan sosial,

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bashan mengkoordinasikan pengawasan dan
pelaksansan kegisian pelayanan ketstsusahnan, kearsipan, kehumasan, keorgunisasian,
kwmmdmmkmmmm administrasi keuangan serta
sdministrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan guna menunjang pelaksanaan tugas
Inl]!ﬂkl]]l'ﬂ.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencansan menpunyai tugas menyelenggarakan kegintan penyiapan
bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan rencans persturan perundang-undsngan, dokumentasi dan pengolahan data
PN gasvaLsan,

Pasal §

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegistan
penyvispan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil
pengawasan aparai pengawasan  fungsional dan melakukan administrazsi | pengaduan
masyarakul sérta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 9

Kepalz Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyvelenggarakan kegiatan
pelayanun ketatausahann, kearsipan, kehumasan, keorganisasian, kepegawaimn. keuangan,
sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Ketiga
Inspekiur Pembantu Wilayah

Pasal 10

Inspektur Pembantu wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
pelaksanann kegintan pengowasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah  Daerah,
pelaksansan pembinaan sias penyelenggarsan pemerintahan dese dan pelaksanasn urusan
pemerintzhan desa serta pengawasan terhadap pelaksanasn tuges pembantuan dan
pelaksanaan pinjaman/hibah/bantuan sosial’kasus pengaduan sesual dengan kewenangan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pengawas Pemenntah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur di wilayah kerjs
nya terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daersh, pelakssnasn pembinaan atas
penyelengparnan pemerintgshan desa dan peloksanman urusan pemerintahan desa sertn
pengawnsan terhadap  pelaksanasn  tugas  pembantuan  dan  pelaksansan

sosialkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan
perundang-undangan vang berlaku diwilayah kerjanya.



Pasal 12

Kepala Scksi Pengawss Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai  tugas
menyelenggarakon kegiatan pengawasan bidang pembangunan terhadap punyuhnggmmu
urusan Pemerimahan Daerah, pelaksanaan pembinsan atas penyclenggarman pemerintahan
desa dan pelaksanaan urusan pemeriniahan desa seria pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya.

Pasal 13

Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarnkaotan mempunyai ftugas

WWMWWMEWMFIMM

Daerah, pelaksanaan pembinaan stas penyelenggarasn pemerintaban desa dan

pelaksanaan urusan pemeriniahan desa seria pengawasan terhadap pelaksansan tugas

pembantuan dan pelaksansan pinjaman/hibah/bantuan sosial/kasus uan sesuni dengan
kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kerjanya,

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional tugns melaksanakan kegiatan yang menunjung
pelaksanann mmw ing-masing berdasarkan
ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas

BABV
TATA KERJA

Pasal 15

Inspektur dalam melaksanakan tugasnys berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Bupati

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilaynh, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan kerjs masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 17

i) HQWFWMWNIMWMﬁWW
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sﬁmﬁmﬁmmmmwmhﬂ‘mﬂmﬂndﬂ
mengkoordinasikan bawshannya masing-masing dan memberikan bimbingan scria
petunjuk bagi pelaksanaan tugss bawahannya;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya;

(4) Setinp loporan vang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat dar
bawahannya wujib diolah dan dipergunskan schagai bahan untuk menyusun laporan



lebih lanjut dan bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan;

{5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib
BAB V1
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Uraion tugas jabatan strukiural sebagmimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{2) Rincian tugns jabatan fungsional dan pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional
ditetapkan lebih lanjut dengan Persturan Bupati tersendiri berdasarkan jumiah,
kebutuhan, sifal, jenis dan beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 19

Hal- hal yang belum distur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannys

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka keteniuan-ketentuan yang tidak scsuai
dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paningin
pada tanggal 6 Januari 2010

; jaﬂ.ﬂ\/

M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 07



Nama Jaobatan :
INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

Lampiran : Peraturan Bupati Balungan

Nomaor
Tanggal

: 7 Tahun 2010
: & Januari 2010

ugns:
Tindak kerja dan objek kerja

Menetapkan kebijakan 1eknis

di bidang pengawasan.

Menetapkan rencana dan prog-

Memimpin kegiaian pengelols
an kelmtpusshaan, keuangan,

kepegawaian, sarana dan pra- | petunjuk
sarana [nspektoral.

Memimpin kegiatan penyusun-
An  PCrCNCENASN  Program
Pengawasan

pedoman dan
petunjuk teknis vang berlaku
serta hasil evaluasi
pelaksanaan pengawasan.

Memimpin kegiatan perumu-
san kebijakan dan fasilitasi pe-
Ngawasan.

Mendasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan, pedoman dan

Melalui pemberian bimbingun




pengawasan dan inventan-sasi | petunjuk, pembinaan, | harmomis, efekitif dan
seria pn-nuukhirm dasta hasil | pengawasan dan | efisien.
pengendalian.

10, Mmbtnpkmhmngmm Tim | Melalui  kajian  dengan | Agar pembinaan jabat-
Penilai Angka Kredit Jubatan | mendasarkan pada ketentuan | an  fungsional dapat
Fungsional. yang berlaku. berjalan dengan lancar.

11. | Menetapkan penilaian Angka | Mendasarkan pada ketentuan | Guna membina kanr
Kredit Jabatan Fungsional. | yang berlaku. Jahatan Fungsional.

Nama Jubatan :

SEKRETARIS

Penjabaran Tugas :

kan pengawasan dan pelaksansan kegiatan pelavanan ketatausahaan,

Mengkoordinasi
hmﬂmknhmmmknwmmlmmwﬁmmwdmmm

tanggaan, administrasi keuangan serta administrasi perencanaan, dan pelaporan guna

menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat,

Uraian T .

No Tindak kena dan objek kerja Carn Tujuan

I. |Mengkoordinasikan perumusan | Memberikan arshan  dan | Sebagai  bahan per-
kebijakan teknis laon | petunjuk  melalui  rapat | timbangan dalam
ketatausahaan Inspektorat dun | maupun langsung dengan | penetapan kebijakan.
kebijakan pengawasan dacrah. | berpedoman pada ketentuan

_ yang berlaku.

2. [Mengkoordinasikan penyiapan | Memberikan arahan  dan | Sinkronisasi dalam
bahan koordinasi dan peng- | petunjuk  melalui  rapat | pelaksanaan tugas.
endalisn rencana dan program | maupun langsung.
kerja pengawasan.

3. | Mengkoordinasikan penghim- | Memberikan  arahan  dan | Sinkronisasi dalam
punan, pengelolaan, penilaian | petunjuk  melalui  rapat | pelaksanaan wgas.
dan penyimpanan laporan hasil | maupun langsung.
pengawasan aparal pengawnsan
fungsional daerah.

4. |Mengkoordinasikan penyusun- | Memberikan arshan  dan | Sinkronisasi dalam
an bahan dan data dalam rangka | petunjuk  melalui  rapat | pelaksanaan wgas.

5. |Mengkoordinasikan penvusun- | Memberikan  arahan  dan | Sinkronisasi dalam
an, penginventarisasian don | petunjuk melalui mpat | pelaksanaan tugas.
pengkoordinasian  dan  data | maupun langsung.
dolam rangka penatausahaan
proses penanganan  pengaduan
masalah pen;
merininh dolam wilayan Kabu-
paten Balangan.

6. |Mengkoordinasikan  kegiatan | Memberikan  arshan  dan | Sinkronisasi dilam
pelayanan administrasi naskah |petunjuk  melalui rapat | pelaksanaan gas,
dinas. MULIpUn

7. |Mengkoordinasikan  kegistan |Memberikan amshan dan | Sinkronisasi dalam
pengolahan kearsipan dan per- |petunjuk  melalui  rapat | pelaksanaan tugas.
pustakaan. maupun langsung,

8. | Mengkoordinasikan I:-::Iahm Memberikan arahan  dan | Sinkronisasi dalam
pelayanan  kehumasan  dan |petunjuk  melalui  rapat | pelaksanaan tugas
keprotokolan. maupun langsung.

9. |Mengkoordinssikan  kegistan |Memberikan arshan  dan | Sinkronisasi  dalam
pelayanan administrasi kepe- [petunjuk  melalui  mpat | pelaksanaan tugas.
gawaian. muupun langsung.
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10. | Mengkoordinasikan  kegistan | Memberikan arahan  dan
pelayanan administrasi  keua- |petunjuk  melalui  rapat
ngan. maupun langsung.

Sinkronisasi dalam
pelaksanaan tugas.

I'I-r

12

Sinkronisasi dalam
pelaksanaan tugas,

penyusunan  rencana  dan |petunjuk melalui | rapat | pelaksanaan tugas.
program kerja.
13, | Mengkoordinasikan  kegiatan |Memberikan arahan  dan | Sinkronisasi dalam
penyusunan laporan. petunjuk  melalul  mpat | pelaksanaan tugas.
maupun
14 | Mengkoordinasikan  kegiatan | Memberikan  arahan  dan | Sinkronisas: dalam
pelayanan Inspektur petunjuk  melalui  mmpat | pelaksanaan tugas.
maupun langsung.
MNama Jabatan :
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Penjabaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, keorganisasian,
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Inspektorat.

Uraian Tugas:
No Tindak kerja dan objek kerja Cama Tujuan
1. |Menyclenggarakan pelayanan | Mengadmimstrasikan naskah | Agar  informasi  ke-
administrasi naskah dinas. dinas masuk dan keluar. dinasan lebih efektif.

2.

Menyelenggarakan pengelolaan
urusen tata  usaha, surat

menyurat dan kearsipan,

Mencatat'mengagends  dan
mendistribusikan naskah
dinas secara cermal dan

Guna  memudahkan
pencarian kembali.

tertib.
3. |Menyelenggarakan pelayanan | Mengelola perpustakaan | Guna memberikan
perpustakaan, secara tertib dan teratur. pelayanaan referensi
4. |Melakukan pelayanan kehu- | Membenkan informasi | Agar teralin komu-
IASAm. kepada pihak vang | nikasi yang efektif dan
membutuhkan. efisien.
5. | Melakukan pelayanan keproto- | Memiasilitasiacar’kegiatan/ | Agar acara  beralan
kolan. tamu kedinasan. lancar dan tertib.
6. |Menyelenggarakan pelayanan | Memberikan pelayanan | Guna memberikan ke-
7. |Menyelenggarakan pelayanan | Memberikan pelayanan | Guna menjunjung
8. |Melaksanakan penyediman pra- |Melalui  pengadaan  dan | Mendukung fugas-
sarana kantor, pemeliharnan prasarana | tugas kedinasan.
kantor,
9. |Melaksanskan penyedisan sa- | Melalui penyiapan, | Mendukung tugas-
10. | Menyelenggarakan pengelola- | Memberikan pelayanan dan | Mendukung fugas-
an urusan rumah tangga. pengelolaan  urusan rumah | tugas kedinasan.

Melaksanakan pelayanan pim-

1.
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13.

Menyelenggarakan  pelayanan
administrasi dan inventarisas

barang/aset Inspektorat

Memberikan pelayanan dan
pendataan barang/aset

Sebagai bahan laporan
aset kabupaten,

14,

Melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan pimpinan sescai
bidangnya.

Inspektorat.
Memberi  pelavanan  pada
pimpinan secara administrasi.

Mendukung  tugas

MNama Jabatan :
KEEPALA SUB BAGIAN FERENCANAAMN

abaran Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan penyispan bahan penyusunan dan pengendalian rencana’ program
kerja pengawasan, menghimpun, dan menyiapkan rancangan persturan perundang-undangan,
| dokumentasi. dan pengelolaan data pengawasan.

Uraian Tugas:

No

Tindak kerja dan objek kerja

Cam

L.

| Meayiapkan

dan

mengkoordinir  penyusunan

Mendasarkan pada ketentuan
yang berlaku.

Menyiapkan penyusunan
konsep AKIP/Renstra
bersama stakeholders.

Mendasarkan pada rencana
kerja'kegiatan Inspektorat.

Menyiapkan p:njflmmln
konsep REPD, RKT, Renja
mengacu pada Renstra.

Berdasarkan kegistan vang
tercantum  dalam RKPD
menyusun KUA Inspekiorat.

Berdasarkan kegiatan yang
tercantum  dalam  KUA
menyusun usulan PPAS

Inspekiorut,

Agar prioritas Kegiatan
APBD.

Menyelenggarakan penyusunan
rencana kerja (Renja)

dun  statistik

Inspektorat. |
Menyelenggarakan penyusun-

Menyiapkan penyusunan
Renja  SKPD  berpedoman
pada dokumen perencanaan

Melalui inventarisasi data dan
perumusan laporan kegintan

Gmmmnhn:ruﬁ

10.

Menyviapkan peraturan per-
undang-undangan  yang me-

pemeriksaan.
Melalui inventarisasi,
pengadaan dan kerja sama.

unmwm
Menyiapkan dokumen dan pe-

Melalui pengelolaan data dan
dokumen pengawasan.

.IEI'

Menyinpkan dokumen pene-
tapan indikator kinerja.

Menyiapkan penyusunan
persiapan penctapan indikator
kinerja.

13,

Menyiapkan prosedur standart
operasional pemeriksaan,

Menyusun standar

operasional pemeriksaan,
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14,

Melaksanakan tugas-tugas lsin
yvang diberikan pimpingn sesum
bidangnya

Memberikan pelayanan pada
pimpinan secara administrasi.

Mendukung tugas
keadministrasian.

Mama Jahatan :
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Penjabaran Tugas :

dan menyimpan laporan

Menyelenggarakan kegintan penyispan bahan peayusunan, menghimpun, mengolah, menilx
hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional dan
| administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

dan melakukan

Urnian Tugas:

No

Cama

Tujuun

Tindak kerja dan objek kerja
Menyusun rencana  kegiatan
evaluasi dan pelaporan.

perundangan  juklak/juknis
vang berlaku,

Mendasarkan pada ketentuan | Sebagai

pedoman
pelaksanaan tugns.

Menginventarisir hasil penga-
wasan dan tindak lanjut hasil

Melalui pengumpulan data
hasil pengawasan,

Guna memudahkan
pencarian kembali LHP
dan TL.LHP.

penguweasan.
Mengadministrasi laporan hasil
pengawasan.

Melalui
register hasil pemeriksaan.

pencatatan  dalam | Agar

i -

laporan  hasil peng-
awasan tertib,

Menyelenggarakan kegiatn pe

Sehagai bahan pe-

(PIHF).

kan LHP.

laksansan cvaluasi  laporan | koordinesi serta  mengkaji | nyusunan program
hasil pemeriksaan. LHP. pemeriksaan  selan-
Jutnyn

5. | Menyiapkan bahan penyusunan !u!lmﬁlplsmlnpuuuhn:dl Cruna pertanggung-

LAKIP Inspektorat. berpedoman pada  hasil | jawaban Inspektorat.
kegiatan Inspektorat.

6. | Menyelenggarakan penyusunan | Menyiapkan dan | Untuk mengetahui
statistik hasil pengawasan. mengkoordinir  penyusunan | perkembangan  hasil

= statistik hasil pengawasan. pengawasan.

7. | Menyelenggarakan penyusunan | Merumuskan  pokok-pokok | Scbagai bahan
pokok-pokok hasil pengawasan | hasil pengawasan rakorwas.

Menyelenggarakan  kerjasama
pengawasan.

Melalui koordinasi dan kerja-
sama antara pengawas fung-
sional.

Menyusun Laporan pelaksans-
an Inpres No, 52004 tentang
Percepatan pemberantasan

Mendi o
Inpres No. 52004 dan
menyusun laporannya.

1.

i | Melakukan Evaluasi terhadap

LAKIP SKPD. REVIU

Laporan Keuangan Peme-
rintah Daerash dan REVIU

laporan Keuangun SKPD,

11,

Menyiapkan dan meng-
koordinmir penyusunan
(LPPD).

12

Memberikan pelayanan pada
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Mama Jabatan :
INSPEKTUR PEMBANTL WILAYAH

S
No | Tindak kerja dan objek kerja Cara Tujuan
. | Mengkoordinasikan penyiapan | Memberikan  wrahan  dan | Sinkronisasi dalam
bahan pemeriksaan reguler, | petunjuk  melalui | repat | pelaksanaan tugas

khusus/kasus. maupun langsung. pemeriksaan.

2. | Mengkoordinasikan pelaksana- | Memberikan, bimbingan | Sinkronisasi dalam pe-
an  pemeriksaon  reguler, | arahan dan petunjuk | Inksanasn tugas
khusus/kasus. langsung. pemeriksann.

3. | Mengkoordinasikan pelaksana- | Memberikan  arghan  dan | Sinkronisasi dalam
an pemberkasan hasil pemerik- | petunjuk  jalannya  pem- | pelaksanasn pem-
saan. berkasan, berknzan.

4. | Mengkoordinasikan penyusun- | Memberikan  arshan  dan | Sinkronisasi dalam
an pokok-pokok hasil peme- | petunjuk langsung. pelaksanaan  naskah
riksaan (PZHP) pemeriksaan, hasil pemeriksaan,
reguler, khusus/kasus,

5. |Meneliti dan menandatangani, | Meneliti konsep PZHP dan | Agar (P2ZHP) yang akan
pokok-pokok  hasil  peme- | melakukan koreksi apa bila | disampaikan  kepada
riksaan (P2HP), pemeriksaan | terjadi  kesalahan  serta | obrik  sudah  sesuai

6. | Mengkoordinasikan pelaksana- | Memberikan arahan dan | Sinkronisasi dalam
an konfirmasi dan klarifikasi |petunjuk melalui  pertemu- | pelaksangan ~ konfir-
p_uhnh-pdmk hasil  peme- |an/rapal maupun langsung. masi dan klarifikasi

riksaan (P2ZHP), pemeriksaan dengan  obyek  pe-

7. | Mengkoordinasikan penyusun- |[Memberikan  arahan  dan | Sinkronisasi  dalam
an laporan hesil pemeriksaan | petunjuk langsung. pelaksanaan  penyusu-
(LHP) reguler, khusus/kasus. nan LHP.

8. | Menyiapkan bahan-bahan usu- |Memberikan amhan  dan Ein:ltrnnmn data
lan Progmm Kerja Pemerik- \masukan  melalui  rapat | pelaksansan tujuan
samn (PKPT). maupun langsung. pemeriksaan,

MNama Jabatan :
KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN

Penjabaran Tugas :

kerjanya terhadap penyelenggarsan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinasn atas
penyelenggaraan pemenntahan desa dan pelaksanman urusan pemerintahan desa serta
pmpwumhﬂudapp:hhmnmhqupemhmﬂmdmp:hkmmmﬂhhﬂ
bantuan sosialkasus pengaduan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku di wilayah kerjanya.




Uraian Tugas:

14

No

Tindak kerja dan objek kerja

1.

Melaksanakan penyiapan
bahan pemeriksaan.

Melaksanakan  penyususan

poran  Hasil  Pemeriksaan
(LHP).

Melakukan penyiapan bahan
pemeriksaan khususkasus,

Melakukan penyusunan prog- '

rum kerja pemeriksaan (PKP)
khususkasus

Melakukan penyusunan Kertas
Kerja  Pemeriksaan (KKP)
khusus/kasus.

Melakukan penyelidikan/pem-
berkasan dan membuat Berita
Acoara Pemeriksaan.

Untuk mengetalui
melengkapi data.

1.

Melakukan penyusunan konsep
Hasil Pemeriksaan khusus/

kasus.

khusus.

Sebagai bahan kon
firmasi atas  hasil
pemenksaan.

| 7 5

Melakukan penyusunan Lapor-
an Hasil Pemeriksaan (LHP)
khususkasus,

Atas dasar (P2ZHP) yang telah
disetujui obrik, penyusun la-
poran  hasil  pemeriksaan
khusus/ kasus,

Scbagai  pertanggung-
jawaban  pelaksanaan

pemeniksann.

13,

Menyiapkan usulan program
kerja pengawasan di wilayah

Menyusun program  kerja
pengawasan di seksinya

Sebagai bahan penyu-
sunan PEKPT.

14,

Menberikan pelayanan pada
igistinks sacin St st

Mendukung tugas
Stadiiriiarads

Nama Jabatan :




Urnian Tugas:

No | Tindak kerja dan objek kerja Cara Tujuan

|. |Melaksanakan penyiapan ba- | Mempelajan, mengkaji dan | Guna mengetahui
han pemeriksaan, meyiupkan bahan peme- | kondisi awal objek

riksaan. pemeriksaan.

2. | Melaksanakan penyvususan | Menyusun  langkah-langkah | Sebagai acuan dalam
Program Kerja Pemeriksaan | pemeriksaan. hasil pemerik-saan.
(KKP).

3. | Melaksanakan penyusunan | Melakukan pemeriksaan | Sebagai dokumen hasil
Kertas Kerja Pemeriksoon | dengan mencatat pada KKP. | pemeriksuan,
(KKP).

4. |Membuat Berita Acara Peme- | Melakukan Pemeriksaan Kas | Untuk mengetahui
riksaan Kas. (cash opname). keadaun kas.

5. |Melakukan penyusunan pokok | Menyusun  temuan/catstan | Sebagni baban konfir-
-pokok  hasil  pemeriksaan | atas hasil pemeriksaan, masi  ates  hasil
{P2ZHP) n pemenksann.

6. | Melakukan penyusunan | Atas dasur (P2HP) yang telah | Sebagai  pertanggung-
Laporan Hasil Pemeriksaan | disetujui obrik  penyusun | jawaban atas pelaksa-
(LHP), laporan hasil pemeriksaan, | naan pemeriksaon.

7. |Melakukan penyiapan bahan |Mempelajari, mengkaji dan | Guna — mengetahui
pemeriksaan khususkasus. menyispkan bahan peme- | kondisi awal obyek

8. | Melakukan penyusunan (Menyusun langkah-langkah | Schagni acuan  dalam
program kerja  pemeriksaan | pemeriksaan sesuai objek. pemeriksaan.

(PKP) khusus/kasus

9. | Melaksanakan penyusunan | Melakokan pemeriksaan | Sebagai dokumen hasil
Kertas Kerjn  Pemeriksaan | dengan mencatat pads KKP. | pemeriksann.

(KKP).

10. | Membuat Berita Acara Peme- | Melakukan Pemeriksaan Kas | Untuk mengetahui
riksaan Kas. (cash opname). keadaan kas.

11, | Melakukan penyusunan pokok | Menyusun  temuan/catatan | Sebagai bahan konfir-
-pokok  hasil  pemeriksaan | atas hasil pemeriksaan. masi mlas hasil
(P2ZHP) pemeriksaan,

12. | Melakukan penyusunan | Atas dasar (P2ZHP) vang telah | Sebagni  penanggung-
Laporan Hasil Pemerikssan | di setujui obrik penyusun | jawaban atas pelaksa-
(LHP). laporan hasil pemeriksaan. | naan pemeriksaan,

13. | Melakukan penyispan bahan | Mempelajuri, mengkaji dan | Guna mengetahuii

14. | Melaksanakan penyusunan | Melakukan pemeriksaan | Sebagai dokumen hasil
Kertas Kerja  Pemeriksaan | dengan mencatal pada KKP. | pemeriksaan.

(KEP).

Nama Jabatan :

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN

Penjabaran Tugas

| undangan yang berlaku di wilayah kerjanya.




Uraian Tugas:

16

No

Tindak kerja dan objek kerja

Cara

Tujuan

1.

Melaksanakan penylapan
bahan pemeriksaan.

Mempelsjari, mengkaii dan
meylapkan bahan  peme-
riksaan.

kondisi awal objek

2

Melaksanakan penyusunan Pro
gram Kerga  Pemeriksaan
(KKP).

Menyusun  langkah-langkah
pemenksaan,

Sebagal acuan dalam
hasil pemerik-saan,

Melaksanakan penyusunan Ker
tas Kerjn Pemeriksaan (KKP).

Melakukan pemenksaan
mencatat pada KKP.

Sebagai dukomen hasil

Membuat Berita Acara Peme-
riksaan Kas,

Melakukan Pemeriksaan Kas
{cash opname).

Melakukan penyusunan pokok
-pokok  hasil  pemeriksann
(PZHF)

Menyusun  temuan/catatan
atas hasil pemeriksaan.

Melakukan penyusunan La-
poran  Hasil  Pemeriksaan
(LHP).

Atas dasar (P2ZHP) yang telah
disetujul  obrik  penyusun

Melokukan penyiapan bahan
pemeriksann khusus/kasus.

laporan hasil pemeriksaan.
Menpelajari, mengknji dan
menyiapkan bahan peme-
nhnukhumu&mu.

Melakukan penyusunan prog- | Menyusun
ram kerja pemeriksaan (PKP)
khususkasus

langkah-langkah
pemeriksaan sesuai objek.

Melaksanakan penyusunan
Kertas Kerja  Pemeriksaan
{KKP).

Melukukan pemeriksaan
dengan mencatai pada KKP.

10.

Membuat Berita Acara Peme-
riksaan Kas.

Melakukan Pemeriksaan Kas
{cash opname).

i

Menyusun  lemuan/catatan
atas hasil pemenkzaan.

12

Atas dasar (P2HP) yang telah
di setujui obrik penyusun
laporan hasil pemerikssan,

13.

Menpelajari, mengkaji dan
menyiapkan bahan peme-

14.




